
No. 16, 2003  

 

LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI KALIMANTAN BARAT 

NOMOR 16 TAHUN 2003 SERI D NOMOR 12 

 
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 
NOMOR 6 TAHUN 2003 

TENTANG 
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 
 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan 

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah serta 
untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan 
Barat, dipandang perlu mengatur kembali tata cara pengelolaan 
keuangan Daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan 
bertanggung jawab; 

  b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah 
yang sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan publik, dipandang  
perlu menetapkan aturan pokok mengenai pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 
25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah, dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 
105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Daerah; 

  c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf  a  dan  b   di atas,  
perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan   
Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan 
Timur  (Lembaran  Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor  1106 ) ; 

  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; 

  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan  Lembaran Negara 
Nomor 3839 ) ; 

  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah  ( Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ; 

  5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
Yang Bersih dan Bebas KKN ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ; 



No. 16, 2003 - 2 - 

 

  6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal  5 April 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47) ; 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan  Lembaran  Negara 
Nomor :  3952 ) ; 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor  201, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 
2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;    

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawabkan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ; 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4024) ; 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ; 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ; 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4138) ; 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4139) ; 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian  
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4287); 

  16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan 
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, 
Rancangan Peraturan Pemerintah serta Rancangan Keputusan Presiden;  

  17. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan 
Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15) ; 

  18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2001 
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Provinsi Kalimantan 
Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Tahun 2001 tanggal 13 
Maret 2001 Seri D Nomor 1). 

 
Dengan Persetujuan 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 
MEMUTUSKAN: 

             
Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG POKOK-POKOK 

PENGELOLAAN  KEUANGAN DAERAH.  
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Provinsi,  untuk selanjutnya disebut Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat. 

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya disebut DPRD  adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.  

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.  

4. Gubernur  adalah Gubernur Kalimantan Barat.  

5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Barat.  

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 

7. Perangkat Daerah adalah orang / lembaga pada Pemerintah Daerah yang  
bertanggungjawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan 
pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis 
Daerah. 

8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan   Daerah  yang dapat  dinilai dengan  uang  termasuk di dalamnya segala 
bentuk kekayaan yang  berhubungan  dengan  hak dan Kewajiban Daerah tersebut, dalam  
kerangka Anggaran  Pendapatan dan  Belanja Daerah. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat sebagai APBD, adalah 
suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah 
tentang APBD. 

10. Anggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem anggaran dimana setiap alokasi anggaran 
yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan dan/atau hasil yang 
diharapkan dapat dicapai. 

11. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah  Gubernur yang karena 
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 
keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD.  

12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah yang 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu 
dalam kerangka pengelolaan keuangan Daerah. 

13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran belanja 
Daerah. 

14. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang 
Kekuasaaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola  penerimaan dan 
pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya. 

15. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara 
Umum Daerah  pada bank yang telah ditetapkan oleh Gubernur. 

16. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan 
kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna 
anggaran  Daerah.  

17. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh Pemegang Kas yang terdiri dari 
beberapa Pembantu Pemegang Kas yang melaksanakan masing-masing fungsi keuangan 
Daerah. 

18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang 
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.   

19. Dana Depresiasi adalah dana yang disisihkan untuk penggantian aset pada akhir masa umur 
ekonomisnya. 
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20. Kekayaan Daerah atau Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik Daerah baik barang 
berwujud maupun segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak Daerah yang 
dapat dinilai dengan uang. 

21. Uang adalah bagian dari kekayaan Daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.  

22. Surat Berharga adalah bagian kekayaan Daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat 
obligasi, dan surat berharga lainnya yang sejenis. 

23. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah. 

24. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.  

25. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. 

26. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran 
tertentu yang menjadi hak Daerah. 

27. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran 
tertentu yang menjadi beban Daerah.  

28. Bagian Belanja Aparatur Daerah adalah belanja yang dialokasikan untuk membiayai 
kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh 
masyarakat.  

29. Bagian Belanja Pelayanan Publik adalah belanja yang dialokasikan untuk membiayai 
kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat. 

30. Belanja Administrasi Umum adalah belanja tidak langsung yang dialokasikan pada kegiatan 
non investasi.  

31. Belanja Operasi dan Pemeliharaan adalah belanja langsung yang dialokasikan pada 
kegiatan non investasi. 

32. Belanja Modal adalah belanja langsung yang dialokasikan pada kegiatan investasi. 

33. Pengeluaran Tidak Tersangka adalah pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk 
penyediaan sarana dan prasarana fisik yang langsung berhubungan dengan pelayanan 
masyarakat namun anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan, 
dan pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan 
kewenangan Pemerintah Daerah. 

34. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih 
antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.   

35. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan 
Daerah terhadap realisasi belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan. 

36. Pengadaan Barang dan Jasa adalah usaha atau kegiatan  pengadaan barang dan / atau jasa 
yang diperlukan oleh instansi Pemerintah Provinsi yang meliputi : pengadaan barang, jasa 
pemborongan, jasa konsultasi dan jasa lainnya. 

37. Barang Daerah adalah : 

a. Bagian dari kekayaan atau aset yang berwujud milik Pemerintah Daerah,  baik yang 
dimiliki maupun dikuasai, bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya 
ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai atau diukur termasuk 
hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga;   

b. semua barang berwujud milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang 
bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan/atau berasal dari perolehan 
lainnya yang sah. 

38. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan 
uang, barang dan/atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

39. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak  Daerah atau kewajiban pihak lain 
kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, surat-surat berharga, barang dan/atau 
jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  
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40. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi keuangan yang mengakibatkan Daerah menerima 
dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah dibebani 
kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim 
terjadi dalam perdagangan. 

BAB II 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

Bagian Pertama  
Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 2 

(1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan 
memperhatikan azas keadilan dan kepatutan. 

(2) Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan dan pertanggungjawaban terhadap hak dan kewajiban Daerah  dalam 
kerangka  APBD. 

Pasal 3 

(1) APBD  merupakan dasar pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah dalam 
tahun anggaran tertentu. 

(2) Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 
tanggal 31 Desember. 

Pasal 4 

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam rangka Desentralisasi dicatat dan 
dikelola dalam APBD.  

(2) APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah dan merupakan dokumen Daerah.  

Pasal 5 

APBD disusun dengan menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja. 

Pasal 6 

Dalam menyusun APBD, penganggaran belanja harus didukung dengan adanya kepastian 
tersedianya pendapatan dalam jumlah yang cukup. 

Pasal 7 

(1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas optimal yang terukur 
secara rasional untuk setiap sumber pendapatan Daerah. 

(2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas maksimal untuk setiap 
belanja yang bersangkutan.  

Pasal 8 

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD 
apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran  
tersebut. 

Pasal  9 

Semua transaksi keuangan Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran dilaksanakan 
melalui Kas Daerah. 

Pasal  10 

(1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak 
dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. 


